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V. 	 Kesimpulan : 
1. 	Untuk penyelesaian kasus pidana yang didalamnya 
terkandung unsur hukum perdata mengenai kepe­
milikan maka unsur hukum perdata tersebut harus 
diselesaikan terlebih dulu. 
2. 	Penggunaan pasal 368 ayat(l) lebih tepat dari 
pada pasal 335 ayat(l) untuk kasus perampasan 
hak atas tanah di atas. 
VI. Saran 
1. 	Majelis Hakim pada sidang kasus pidana peram 
pasan hak atas tanah seharusnya mengingatkan 
kepada pihak korban untuk menggunakan jalur 
hukum perdata dengan mengingat akan yurispru­
densi M.A. No. 279 K/Sip/1957. 
2. 	Dalam menggunakan pasal-pasal dalam KUHP Penun­
tut Umum hendaknya mempertimbangkan akan tuJuan 
pemidanaan untuk mencegah timbulnya perbuatan 
pidana itu sendiri. 
